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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL RATIOS ON 

HUMAN DEVELOPMENT INDEX 

(Empirical Study On Districts/Cities in Lampung Province) 

 

By 

 

ANDIN WIDYATAMA 

 

This study aims to determine the effect of  Local Government Financial Ratios 

based on The Local Government Financial Reports on Human Development Index 

(HDI) that became a measure of development achievment based on components 

quality of life. The local government ratios used in the research are The Ratio 

Degrees of Decentralization, The Ratio of Local Financial Dependence, The Ratio 

of Local Financial Independence, The Effectiveness of Local Revenue Ratio and 

The Effectiveness of Local Tax Ratio. Sampling technique is done by purposive 

sampling method on Regional/Cities in Province of Lampung under period 2011-

2015. Data analysis technique is done by multiple linier regression analysis 

method using SPSS (Statical Package for Social Science) ver. 21. 

 

The result of this research is The Ratio Degrees of Decentralization, The Ratio of 

Local Financial Dependence, and The Effectiveness of Local Tax Ratio influence 

to HDI. While The Ratio of Local Financial Independence and The Effectiveness 

of Local Revenue Ratio. 

 

 

Keywords: Human Development Index (HDI), government financial ratios, 

government financial report 
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ABSTRAK 

 

PENGARUH RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP 

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 

(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung) 

 

 

OLEH 

  

ANDIN WIDYATAMA 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah 

Daerah berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi ukuran capaian pembangunan 

berbasis komponen kualitas hidup. Rasio Keuangan Pemerintah Daerah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio 

Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio 

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah.Teknik 

sampling dilakukan dengan metode purposive sampling pada kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung pada tahun 2011-2015. Teknik analisis data dilakukan dengan 

metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat bantu program 

SPSS (Statical Package for Social Science) 21. 

Hasil dari penelitian ini adalah Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio 

Ketergantungan Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas Pajak berpengaruh 

terhadap IPM. Sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio 

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap IPM.  

 

 

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laporan keuangan 

pemerintah, rasio keuangan pemerintah 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Strategi percepatan pembangunan perekonomian di Indonesia dilaksanakan 

dengan berbagai cara, salah satunya dengan dilaksanakannya otonomi daerah. 

Otonomi daerah merupakan penyerahan wewenang pemerintah pusat yang 

sentralistik menjadi desentralistik kepada pemerintah daerah yang bertujuan agar 

setiap daerah yang ada di Indonesia dapat mengoptimalkan pembangunan 

daerahnya masing-masing.  

 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, otonomi daerah 

adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahdan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

 

Otonomi daerah sendiri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan pembangunan 

daerah di berbagai aspek. Pelaksanaan otonomi daerah setiap daerah dituntut 

untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat daerah. 



2 
 

 
 

Menurut Astri dkk. (2013), peningkatan kesejahteraan masyarakat berkaitan erat 

dengan pelayanan publik yang menjadi tugas pokok pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah akan membiayai pengeluaran untuk pelayanan publik seperti 

pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya melalui penerimaan daerahnya, 

sehingga pengeluaran publik suatu daerah pada era otonomi daerah bergantung 

kepada penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan, dan penerimaan lain-lain. Pengeluaran sektor publik seperti 

pendidikan dan kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan 

pada suatu daerah. 

 

Menurut Oates (1993),)desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah 

akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik.Dengan 

kata lain kesejahteraan masyarakat akan meningkat ketika pemerintah daerah 

telah memberikan pelayanan umum yang baik kepada masyarakat.  

 

Otonomi daerah tidak hanya memberikan wewenang kepada daerah untuk 

mengatur daerahnya terkait pembangunan, tetapi juga memberikan wewenang 

terkait dengan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan 

kewenangan untuk mengatur dan mengolah keuangan daerahnya sehingga 

terkelola dengan optimal yang berdampak pada peningkatan kemandrian 

keuangan daerah (Dewi, 2014). 

 

Kemampuan daerah dalam menjalankan desentralisasi dapat dilihat dengan 

mengetahui kinerja keuangan daerah. Salah satualat ukur yang dapat digunakan 

untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah 
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adalahfmelakukan analisis rasio,keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan 

dan dilaksanakan (Halim, 2007). Beberapa rasio yang digunakan sebagai indikator 

kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain rasio derajat desentralisasi 

keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian 

keuangan daerah (Mahmudi, 2007). 

 

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah 

Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia. Hasil 

penelitian ini mengindikasikan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi dan Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia. Penelitian ini memiliki keterbatasan, keterbatasan data tertentu sehingga 

populasi yang digunakan adalah pemerintah provinsi (Anggraini, 2015). 

 

Pendapatan yang optimal akan bermuara pada pembangunan yang efektif dan 

efisien dalam segala bidang, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat daerah. Dalam Katalog BPS memaparkan indikator yang digunakan 

untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan manusia disuatu wilayah 

melalui penyediaan layanan publik yang baik adalah Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membawa dampak 

yang baik pula bagi tersedianya layanan publik. Dengan layanan publik yang baik 

diharapkan dapat meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Peningkatan aspek 

kehidupan masyarakat dalam hal ini digambarkan dengan meningkatnya Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). 

 

Menurut UNDP (United Nations Development Programme), Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah 
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komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun 

melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur yang 

panjang dan kesehatan, pengetahuan, serta kehidupan yang layak.  

 

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai 

perwujudan dari pembangunan manusia yang dapat ditafsirkan sebagai 

keberhasilan dalam meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Beberapa faktor 

penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia 

adalah pendidikan dan kesehatan. 
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Tabel 1.1 IPM menurut Provinsi 2011-2015 

 

Provinsi IPM 

2011 2012 2013 2014 2015 

Aceh 67.45 67.81 68.3 68.81 69.45 

Sumatera Utara 67.34 67.74 68.36 68.87 69.51 

Sumatera Barat 67.81 68.36 68.91 69.36 69.98 

Riau 68.9 69.15 69.91 70.33 70.84 

Jambi 66.14 66.94 67.76 68.24 68.89 

Sumatera Selatan 65.12 65.79 66.16 66.75 6746 

Bengkulu 65.96 66.61 67.5 68.06 68.59 

Lampung 64.2 64.87 65.73 66.42 66.95 

Kep. Bangka Belitung 66.59 67.21 67.92 68.27 69.05 

Kep. Riau 71.61 72.36 73.02 73.4 73.75 

DKI Jakarta 76.98 77.53 78.08 78.39 78.99 

Jawa Barat 66.67 67.32 68.25 68.8 69.05 

Jawa Tengah 66.64 67.21 68.02 68.78 69.49 

DI Yogyakarta 75.93 76.15 76.44 76.81 77.59 

JawaTimur 66.06 66.74 67.55 68.14 68.95 

Banten 68.22 68.92 69.47 69.89 70.27 

Bali 70.87 71.62 72.09 72.48 73.27 

Nusa Tenggara Barat 62.14 62.98 63.76 64.31 65.19 

Nusa Tenggara Timur 60.24 60.81 61.68 62.26 62.67 

Kalimantan Barat 62.35 63.41 64.3 64.89 65.59 

Kalimantan Tengah 66.38 66.66 67.41 67.77 68.53 

Kalimantan Selatan 65.89 66.68 67.17 67.63 68.38 

Kalimantan Timur 72.02 72.62 73.21 73.82 74.17 

Kalimantan Utara - - 67.99 68.64 68.76 

Sulawesi Utara 68.31 69.04 69.49 69.96 70.39 

Sulawesi Tengah 64.27 65 65.79 66.43 66.76 

Sulawesi Selatan 66.65 67.26 67.92 68.49 69.15 

Sulawesi Tenggara 66.52 67.07 67.55 68.07 68.75 

Gorontalo 63.48 64.16 64.7 65.17 65.86 

Sulawesi Barat 60.63 61.01 61.53 62.24 62.96 

Maluku 64.75 65.43 66.09 66.74 67.05 

Maluku Utara 63.19 63.93 64.78 65.18 65.91 

Papua Barat 59.9 60.3 60.91 61.28 61.73 

Papua 55.01 55.55 56.25 56.75 57.25 

Indonesia 67.09 67.7 68.31 68.9 69.55 

Sumber: https://www.bps.go.id 

 

Peningkatan pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) berbeda-beda di setiap wilayah. Seperti halnya di Indonesia yang 

memiliki tingkat pertumbuhan IPM yang berbeda di dua bagian wilayahnya, 
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dimana pembangunan manusia di wilayah barat lebih pesat dibandingkan dengan 

pembangunan manusia di wilayah timur Indonesia. Salah satu contoh wilayah 

barat Indonesia adalah pulau Sumatera. 

 

Perkembangan IPM pemerintah provinsi yang ada di Provinsi Lampung 

memperlihatkan trend pembangunan manusia yang terus mengalami peningkatan. 

Tingkat IPM yang lebih variatif terdapat dalam pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, oleh karena itu penulis 

mengambil sampel untuk penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/Kota yang ada di 

Provinsi Lampung. 

 

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di 

Provinsi Lampung, 2011-2015 

 

Kabupaten/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 

Lampung Barat 61,92 62,51 63,21 63,54 64,54 

Tanggamus 60,63 61,14 61,89 62,67 63,66 

Lampung Selatan 61,95 62,68 63,35 63,75 65,22 

Lampung Timur 64,10 65,10 66,07 66,42 67,10 

Lampung Tengah 64,71 65,60 66,57 67,07 67,61 

Lampung Utara 62,67 62,93 64 64,89 65,20 

Way Kanan 62,04 62,79 63,92 64,32 65,18 

Tulang Bawang 63,67 64,11 64,91 65,83 66,08 

Pesawaran 59,44 59,98 60,94 61,70 62,70 

Pringsewu 64,86 65,37 66,14 66,58 67,55 

Mesuji 57,32 57,67 58,16 58,71 59,79 

Tulang Bawang Barat 60,13 60,77 61,46 62,46 63,01 

Pesisir Barat - - 58,95 59,76 60,15 

Bandar Lampung 72,04 72,88 73,93 74,34 74,81 

Metro 72,23 72,86 74,27 74,98 75,10 

Lampung 64,20 64,87 65,73 66,42 66,95 

Sumber: https://lampung.bps.go.id 

 

Berdasarkan pengalaman pembangunan diberbagai negara diperoleh pembelajaran 

bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain 

melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja 
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publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah 

Kabupaten/Kota. Dalam katalog BPS disebutkan bahwa saat ini pemerintah sangat 

perhatian dengan isu pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya 

IPM sebagai salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU), untuk mengatasi 

kesenjangan keuangan wilayah (Anggraini, 2015). 

 

Aspek terpenting dalam kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup 

yang sehat, tingkat pendidikan yang memadai serta standar hidup layak. UNDP 

(United Nations Development Programme) telah menetapkan empat elemen 

utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas, pemerataan, 

kesinambungan, dan pemberdayaan. IPM yang semakin meningkat dapat 

mengambarkan bahwa layanan publik bagi masyarakat telah memadai.  

 

Namun Mouw (2013) menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan bentuk 

intervensi pemerintah terhadap masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan, 

tetapi sampai saat ini intervensi tersebut belum dirasakan sepenuhnya oleh 

masyarakat, sehingga masih banyaknya keluhan atas rendahnya kualitas 

pelayanan publik. Pada dasarnya pelayanan publik merupakan tanggung jawab 

pemerintah daerah dalam rangka mematuhi kebutuhan dasar masyarakat dan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan 

publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah yang menyangkut pemenuhan 

hak-hak sipil serta kebutuhan dasar masyarakat, belum nyata dilihat dari kinerja 

birokrasi pemerintah selama ini. Karena jika melihat fenomena dewasa ini masih 

banyak keluhan dan pengaduan dari masyarakat, seperti cara kerja pelayanan yang 



8 
 

 
 

berbelit-belit, tidak hanya adanya transparansi dan akuntabilitas, terbatasnya 

fasilitas, kurangnya sarana dan prasarana pelayanan. 

 

Tingkat pendapatan dan pertumbuhan perekonomian daerah memiliki andil besar 

dalam terciptanya pelayanan publik yang optimal diiringi dengan sarana dan 

prasarana yang memadai, sehingga bermuara pada peningkatan pembangunan 

manusia yang berkesinambungan. Semakin tinggi pendapatan daerah maka akan 

memiliki kecenderungan untuk meningkatkan pembangunan manusia di daerah 

tersebut. Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini dilihat dari rasio-rasio 

keuangan daerah antara lain, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat 

desentralisasi, dan  rasio ketergantungan keuangan daerah. Dalam penelitian ini 

peneliti berfokus pada pengaruh rasio-rasio keuangan daerah terhadap 

pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Oleh karena itu penulis memilih judul “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan 

Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Rasio Derajat Desentralisasi dalam laporan keuangan 

berpengaruhterhadap IPM?  

2. Apakah Rasio Ketergantungan Keuangan Daerahdalam laporan keuangan 

berpengaruh terhadap IPM?  
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3. Apakah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dalam laporan keuangan 

berpengaruh terhadap IPM? 

4. Apakah Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dalam laporan keuangan 

berpengaruh terhadap IPM? 

5. Apakah Rasio Efektivitas Pajak Daerah dalam laporan keuangan 

berpengaruh terhadap IPM?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

 

1. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi dalam laporan 

keuangan terhadap IPM. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dalam 

laporan keuangan terhadap IPM. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dalam 

laporan keuangan terhadap IPM 

4. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

dalam laporan keuangan terhadap IPM 

5. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Efektivitas Pajak Daerah dalam laporan 

keuangan terhadap IPM 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

 

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini sebagai pembelajaran riil dan merupakan penerapan teori-teori 

akademis yang telah diperoleh selama studi di perguruan tinggi, sekaligus 

sebagai tolak ukur pribadi tentang keilmuan yang diterima selama ini, dan 

sebagai tugas akhir yang merupakan syarat dalam meraih gelar sarjana 

dalam bidang ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Lampung. 

2. Bagi Pemerintah daerah  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai rasio 

keuangan apa saja yang secara signifikan dapat mempengaruhi Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), sehingga bermanfaat sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan 

Indeks Pembangunan Manusia.



 
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Landasan Teori 

 

 

2.1.1 Otonomi Daerah 

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat 

seiring dengan adanya era baru dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. 

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah dimulai 

secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang 

sangat demokratisasi dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya 

(Maimunah, 2006). 

Menurut Mardiasmo (2004) secara teoritis otonomi daerah diharapkan akan 

menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu :  

a. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat 

dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan 

(keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi 

yang tersedia di masing-masing daerah.  
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b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran 

pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah 

yang memiliki informasi yang paling lengkap. 

Menurut Oates (1993), desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah 

subnasional atau pemerintah daerah akan lebih efisien dalam peroduksi dan 

penyedian barang-barang publik. 

Menurut Halim (2007), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi 

adalah : 

a. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki 

kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, 

mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan  

b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh 

karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung 

oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah  

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukan bahwa daerah 

tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari 

pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat kemandirian fiskal yang 

digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan 

daerah secara keseluruhan, maka terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh. 
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2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  

Sebagai salah satu entitas pelapor setiap periodenya pemerintah daerah juga 

membuat laporan yang disebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Bab I Pasal 1 dalam 

Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Laporan Keuangan adalah 

bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu 

periode. 

Mamesh mengemukakan (Halim, 2007) keuangan daerah dapat diartikan sebagai 

semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala 

sesuatu baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah 

sepanjang belum dikuasai atau dimiliki Negara atau daerah yang lebih tinggi atau 

pihak-pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Halim 

(2007) menyatakan keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas 

keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak untuk memungut pajak, kewajiban 

daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, penerimaan daerah, 

pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola daerah dan kekayaan pihak 

lain yang dikuasai daerah. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah 

daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan 

keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber 

daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. 
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2.1.3 Rasio-Rasio Keuangan Daerah 

Analisis keuangan adalah usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan 

berdasarkan laporan yang tersedia. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan 

dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode 

sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kencendrungan yang terjadi 

(Halim, 2007). Rasio yang digunakan sebagai indikator kinerja pemerintah daerah 

antara lain rasio derajat desentralisasi keuangan daerah, rasio ketergantungan 

keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD dan rasio 

efektivitas pajak (Mahmudi, 2007). 

2.1.3.1 Rasio Derajat Desentralisasi 

Derajat desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. 

Derajat desentralisasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007). 

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah 

PendapatanAsli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini 

menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin 

tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan desentralisasi. Mengukur derajat otonomi fiskal berdasarkan 

persentasi perbandingan PAD terhadap total pendapatan daerah (Munir dkk., 

2004). 
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2.1.3.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tentang seberapa besar 

ketergantungan suatu pemerintah provinsi terhadap pendapatan transfer dari 

pemerintah pusat. Pada umumnya, kontribusi terbesar pendapatan transfer 

terdapat pada dana perimbangan seperti dana alokasi umum, yaitu dana yang 

digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah (Mahmudi, 2007). 

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan 

jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total 

penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah 

provinsi. 

2.1.3.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukan ketergantungan keuangan 

daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari eksternal. Semakin tinggi 

angka rasio kemandirian keuangan daerah berarti ketergantungan pemerintah 

provinsi terhadap pemerintah pusat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya 

(Mahmudi, 2007). 

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian semakin tinggi 

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang 

merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak 

dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang 
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semakin tinggi. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara 

membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi 

dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta 

pinjaman daerah.  

Menurut Halim (2007), rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah 

terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian 

mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal 

semakin rendah. 

2.1.3.4 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang 

ditargetkan. Dalam rasio tersebut akan diperoleh perbandingan antara PAD yang 

telah ditargetkan dengan PAD yang terealisasi. Angka rasio efektivitas PAD yang 

tinggi menunjukan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu memenuhi 

target penerimaan PAD yang telah dianggarkan sebelumnya (Mahmudi, 2007). 

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan PAD yang direncanakan dengan target yang ditetapkan 

berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan 

daerah semakin baik (Halim, 2007). 
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2.1.3.5 Rasio Efektivitas Pajak 

Pajak merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

utama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang dimaksud 

dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

pembangunan daerah. Rasio ini menunjukan kemampuan pemerintah daerah 

dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan penerimaan pajak yang 

ditargetkan. 

Rasio efektivitas pajak daerah berguna untuk mengukur kemampuan pemerintah 

daerah dalam mengumpulkan pajak yang harus diterima sesuai dengan jumlah 

penerimaan pajak yang telah ditargetkan (Mahmudi, 2007). 

2.1.4 Sistem Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 

Menurut Davey (di dalam Adisasmita, 2011), tujuan hubungan antara pusat dan 

daerah adalah :  

a. Adanya pembagian wewenang yang rasional antar tingkat-tingkat 

pemerintahan mengenai peningkatan sumber-sumber pendapatan dan 

penggunaannya  

b. Pemerintah daerah memiliki sumber-sumber dana yang cukup,sehingga 

dapat menjalankan tugas atau fungsi dengan baik (penyedian dana untuk 

menutup kebutuhan rutin dan pembangunan)  



18 
 

 
 

c. Pembagian yang adil antara pembelanjaan daerah yang satu dengan daerah 

lainnya  

d. Pemerintah daerah dalam mengupayakan pendapatan sesuai dengan 

pembagian yang adil terhadap keseluruhan beban pengeluaran pemerintah.  

2.1.5 Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah 

Di dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur 

tentang sumber-sumber penerimaan daerah yang terdiri dari (Haryanto, 2001) : 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang 

dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.  

b. Dana perimbangan yang terdiri dari Bagi hasil SDA dan Non SDA, Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).  

c. Pinjaman daerah. 

d. Lain-lain penerimaan yang sah.  

Pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bertujuan 

untuk mengatasi masalah kesenjangan antara pemerintah pusat dengan daerah 

(vertical imbalances) serta kesenjangan antar daerah (horisontal imbalances). 

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia 

Menurut BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian 

pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks 

Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan 
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keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan 

dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah 

yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli 

masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata 

besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur 

keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.  

Dalam konsep pembangunan manusia pembangunan seharusnya dianalisis serta 

dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. 

Sebagaimana dari Human Development Report (1995), sejumlah premis penting 

dalam pembangunan manusia diantaranya :  

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. 

2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi 

penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka; oleh karena 

itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara 

keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.  

3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya 

meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-

upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.  

4. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, 

pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan;  

5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan 

pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.  
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Secara umum metode penghitungan IPM yang digunakan di Indonesia sama 

dengan metode penghitungan yang digunakan oleh UNDP. IPM di Indonesia 

disusun berdasarkan tiga komponen indeks, yaitu: 

1. Indeks angka harapan hidup ketika lahir. 

2. Indeks pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan 

angka melek huruf latin atau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 

tahun atau lebih. 

3. Indeks standar hidup layak, yang diukur dengan pengeluaran per kapita 

(PPP-Purchasing Power Parity/paritas daya beli dalam rupiah). 

IPM merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut, dengan rumus:  

IPM = (X1+X2+X3)/3 

Dimana:  

X1 = Angka harapan hidup  

X2 = Tingkat pendidikan  

X3= Tingkat kehidupan yang layak  

Secara detail, prosedur penghitungan IPM dapat dilihat dalam publikasi Indonesia 

Laporan Pembangunan Manusia BPS, Bappenas, dan UNDP (2001). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tentang pengaruh Rasio 

Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain: 
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1. Anggraini (2015) 

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah 

Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia. Hasil 

penelitian ini mengindikasikan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi dan Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia. Penelitian ini memiliki keterbatasan, keterbatasan data tertentu sehingga 

populasi yang digunakan adalah pemerintah provinsi. 

2. Setyowati dkk.  (2012)  

Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, 

DAK, PAD dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel 

Intervening (Studi Empiri pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). 

Dalam penelitian tersebut dikemukaan hasil bahwa PAD berpengaruh signifikan 

terhadap IPM. Dalam penelitian tersebut PAD merupakan salah satu komponen 

dalam menghitung rasio derajat desentralisasi.  

3. Yusuf (2014) 

Dalam penelitiannya yang berjudul Analisis pengaruh Desentralisasi Fiskal 

Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Eks Karisedenan 

Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari lima variabel yang telah 

diuji dana alokasi umum dan dana bagi hasil mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah dan dana 

alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, selain itu 
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belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia di kabupaten/kota eks karesidenan surakarta. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

2.3.1 Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) 

Menurut Mahmudi (2007), Derajat Desentralisasi merupakan kemampuan 

pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

guna membiayai pembangunan. Melalui rasio derajat desentralisasi dapat 

diketahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan 

desentralisasi dengan cara meningkatkan PAD. 

Semakin tinggi PAD yang diperoleh maka semakin tinggi pula dana yang dapat 

digunakan pemerintah dalam membangun layanan publik bagi masyarakat. Jika 

layanan publik dapat terpenuhi dengan baik diharapkan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) juga dapat meningkat. 

Setyowati dkk.  (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) terhadap IPM. Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa PAD 

berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dalam penelitian tersebut PAD merupakan 

komponen penelitian untuk mengukur rasio derajat desentralisasi. 
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Anggraini (2015) dalam penelitiannya memberikan simpulan rasio derajat 

desentralisasi memberikan pengaruh positif signifikan terhadap IPM. Berdasarkan 

kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dapat diberikan. 

H1: Rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) 

2.3.2 Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM)  

Rasio ketergantungan keuangan daerah membandingkan pendapatan transfer 

dengan total pendapatan yang diperoleh suatu daerah. Rasio tersebut ditujukan 

untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan pemerintah provinsi terhadap 

pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka 

semakin tinggi pula tingkat ketergantungan pemerintah kota/provinsi terhadap 

pemerintah pusat (Mahmudi, 2007:128).Apabila pemerintah daerah memiliki 

ketergantungan yang rendah terhadap pemeritah pusat maka dapat dikatakan 

bahwa pemerintah daerah memiliki kondisi keuangan yang baik, sehingga 

pelaksanaan penyediaan layanan publik dapat terpenuhi dengan baik dan dapat 

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Ardiansyah dkk. (2014) dalam penelitiannya yang menguji apakah Dana Alokasi 

Umum (DAU) berpengaruh terhadap IPM, dimana DAU merupakan komponen 

dari pendapatan transfer. Dalam penelitiannya DAU berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap IPM. 
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Anggraini (2015) dalam penelitiannya dimana pendapatan transfer tidak akan 

berpengaruh terhadap pengadaaan publik dikarenakan pendapatan transfer 

digunakan untuk menutup pos belanja operasi yang tidak mampu dipenuhi hanya 

dengan PAD. Jika pengadaan publik tidak berpengaruh begitu pun dengan IPM. 

IPM yang diukur dari pengadaan publik juga tidakakan berpengaruh oleh 

pendapatan transfer. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka 

hipotesis yang dapat diberikan. 

H2: Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh negatif 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

2.3.3 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) 

Kemandirian keuangan daerah mengambarkan seberapa besar daerah mampu 

untuk mandiri dalam membiayai kegitan pada daerahnya. Dengan kata lain rasio 

ini dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap sumber 

daya yang berasal dari eksternal. Kemandirian setiap darah tentunya berbeda-

beda, sesuai dengan sumber daya daerah yang dapat digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan daerah. Semakin tinggi rasio tersebut maka pemerintah 

daerah semakin berpotensi menyediakan layanan publik yang baik sehingga 

peningkatan IPM dapat tercapai (Mahmudi, 2007). 

Amalia dan Purbadharmaja (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dewi 

dan Sutrisna (2014) juga mengemukakan hal yang sama dari penelitian yang 
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dilakukan. Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan maka hipotesis yang 

dapat diberikan. 

H3: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

2.3.4 Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia 

Pendapatan pemerintah yang tinggi belum tentu menjadi cerminan dapat 

terwujudnya  pembangun yang baik pada daerahnya. Keberhasilan pembangunan 

tidak hanya tergantung pada tingginya pendapatan daerah tetapi pengelolaannya 

juga menjadi hal penting. 

Ardiansyah dkk. (2014) dalam penelitiannya menyebutkan PAD berpengaruh 

positif terhadap IPM. Dalam penelitiannya juga Setyowati dkk. (2012) 

mengemukakan PAD berpengaruh signifikan terhadap PAD. Angka rasio 

efektivitas PAD yang tinggi menunjukan bahwa pemerintah daerah tersebut telah 

mampu memenuhi target penerimaan PAD yang telah dianggarkan sebelumnya. 

Pendapatan yang cukup diharapkan dapat digunakan dan dikelola pemerintah 

daerah dengan baik untuk penyediaan layanan publik. Berdasarkan kerangka 

pemikiran yang diuraikan maka hipotesis yang diberikan. 

H4: Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
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2.3.5 Pengaruh Rasio Efektivitas Pajak Daerah terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) 

Pajak merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yangutama.Rasio efektivitas pajak daerah berguna untuk mengukur kemampuan 

pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak yang harus diterima sesuai dengan 

jumlah penerimaan pajak yang telah ditargetkan. Pengumpulan pajak yang efektif 

diharapkan dapat menjadikan daerah memiliki pendapatan yang dapat digunakan 

untuk memaksimalkan atau mencukupi pembangunan fasilitas publik di 

daerahnya. 

Davoodi dan Zou (1998), mengemukakan Avarage Tax Rate berpengaruh positif 

signifikan terhadap Per Capita Output Rate dimana Per Capita Output Rate 

digunakan sebagai dasar peningkatan Human Devolepment Index. Berdasarkan 

katalog BPS penyediaan layanan publik yang baik diharapkan dapat 

meningkatkan IPM sebagai salah satu tolak ukur kinerja pemerintah di daerah. 

Hal ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, masyarakat diharpkan turut serta 

dalam pembangunan daerah dengan membayar pajak. Berdasarkan kerangka 

pemikiran yang diuraikan maka hipotesis yang dapat diberikan. 

H5: Rasio Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap IPM 

Rasio Derajat Desentralisai (X1) 

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 

(X2) 

Indeks Pembangunan 

Manusia 

 

Rasio Kemandirian Keuangan daerah 

(X3) 

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli 

Daerah (X4) 

Rasio Efektivitas Pajak Daerah (X5) 



 
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel merupakan suatu objek yang diteliti atau menjadi fokus perhatian dalam 

sebuah penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) dan rasio-rasio keuangan daerah meliputi rasio 

derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan 

keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rasio 

efektivitas pajak daerah. Definisi operasional variabel penelitian ini adalah: 

3.1.1 Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas merupakan tipe variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya variabel yang terikat. Dalam 

penelitian ini yang merupakan variabel independen adalah rasio-rasio Keuangan 

Daerah sebagai berikut : 

3.1.1.1 Rasio Derajat Desentralisasi 

Derajat Desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka 

meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat 

desentralisasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007). 
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Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah 

PendapatanAsli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan 

derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Mengukur derajat 

otonomi fiskal berdasarkan persentasi perbandingan PAD terhadap total 

pendapatan daerah (Munir dkk., 2004). Semakin tinggi kontribusi PAD maka 

semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggraaan 

desentralisasi. 

 

Rasio Derajat Desentralisasi = 
Pendapatan  Asli  Daerah

Total  Pendapatan  Daerah
 × 100% 

 

3.1.1.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tentang seberapa besar 

ketergantungan suatu pemerintah provinsi terhadap pendapatan transfer dari 

pemerintah pusat. Pada umumnya, kontribusi terbesar pendapatan transfer 

terdapat pada dana perimbangan seperti dana alokasi umum, yaitu dana yang 

digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah (Mahmudi, 2007). 

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan 

jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total 

penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah 

provinsi . 

 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah  = 
Pendapatan   Transfer

Total  Pendapatan  Daerah
× 100% 
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3.1.1.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukan ketergantungan keuangan 

daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari eksternal. Semakin tinggi 

angka rasio kemandirian keuangan daerah berarti ketergantungan pemerintah 

provinsi terhadap pemerintah pusat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya, 

Mahmudi (2007). 

Menurut Halim (2007), rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah 

terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian 

mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal 

semakin rendah.Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara 

membandingkan jumlah penerimaan PendapatanAsli Daerah (PAD) dibagi 

dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat danprovinsi serta 

pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukan pemerintah daerah 

memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi. 

 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah = 
Pendapatan  Asli  Daerah

Transfer  pusat +tranfer  provinsi
× 100% 

 

3.1.1.4 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang 

ditargetkan. Dalam rasio tersebut akan diperoleh perbandingan antara PAD yang 

telah ditargetkan dengan PAD yang terealisasi. Angka rasio efektivitas PAD yang 
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tinggi menunjukan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu memenuhi 

target penerimaan PAD yang telah dianggarkan sebelumnya (Mahmudi, 2007). 

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan 

PAD yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil 

daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan daerah semakin baik 

(Halim, 2007). 

 Rasio Efektivitas PAD = 
Realisasi Penerimaan PAD

Target Penerimaan PAD
 × 100% 

3.1.1.5 Rasio Efektivitas Pajak 

Rasio ini menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan 

pajak daerah sesuai dengan penerimaan pajak yang ditargetkan. Pajak daerah 

adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah 

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 

Rasio efektivitas pajak daerah berguna untuk mengukur kemampuan pemerintah 

daerah dalam mengumpulkan pajak yang harus diterima sesuai dengan jumlah 

penerimaan pajak yang telah ditargetkan (Mahmudi, 2007). 

 Rasio Efektivitas Pajak = 
Realisasi  Penerimaan  Pajak  Daerah

Target  Penerimaan  Pajak  Daerah
 × 100% 
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3.1.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah memberikan kewenangan penuh bagi masing-masing daerah, untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya atau disebut Otonomi Daerah. 

Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pembangunan lebih berhasil. 

Sehingga salah satu indikator pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) dihipotesiskan akan meningkat pula. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder pada tahun 

2011-2015 yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut :  

IPM  : Badan Pusat Statistik (BPS) 

LKPD : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui dokumen 

tertulis, terutama berupa arsip dan juga termasuk buku-buku tertentu, pendapat 

dan teori serta data-data dari dinas terkait yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. Data yang diperlukan adalah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

dan rasio keuangan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 

tahun 2011-2015. 
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3.3 Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi 

Lampung pada tahun 2011-2015 Sampel penelitian ini diperoleh menggunakan 

purposive sampling dengan kriteria pemilihan sampel yaitu:  

 Pemerintah kabupaten/kota se-Lampung tahun 2011-2015. 

 Pemerintah kabupaten/kota se-Lampung tahun 2011-2015 yang menerbitkan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan di audit. 

 Pemerintah kabupaten/kota se-Lampung tahun 2011-2015 yang mempunyai 

nilai Indeks Pembangunan Manusia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat 

Statistik Indonesia. 

 Pemerintah kabupaten/kota se-Lampung tahun 2011-2015 yang menyajikan 

data keuangan untuk digunakan dalam perhitungan rasio.  

 

3.4 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan 

kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi yaitu dengan melakukan 

pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Sekaran, 2006). Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda. 

Regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini 

memenuhi syarat-syarat yaitu lolos asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah 

data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolonieritas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 
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3.4.1 Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari mean, 

median, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum dari data sampel. 

Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran distribusi dan perilaku data 

sampel penelitian tersebut. 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Model analisis regresi berganda dapat dijadikan sebagai alat estimasi jika asumsi 

model regresi berganda tersebut merupakan model regresi yang dihasilkan 

estimator linier yang tidak bias (Best Linier Unbiased Estimator/ BLUE), yaitu 

data yang terdistribusi dengan normal, tidak terdapat multikolinieritas, 

autokorelasi dan heteroskedastisitas. Untuk mengetahui apakah persyaratan BLUE 

ini terpenuhi atau tidak dapat diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik. 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati 

normal.Pengujian normalitas akan dilakukan dengan menguji Kolmogorov-

Smirnov dengan tingkat signifikasi 0,05. 

Dasar pengambilan keputusan: 

1. Bila Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

2. Bila Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 



35 
 

 
 

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas menurut 

Frisch dikemukakan bahwa suatu model regresi dikatakan terkena 

multikolinieritas bila terjadi hubungan linier yang perfect atau exact diantara 

beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan 

kesulitan untuk menjelaskan pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang 

dijelaskan.  

Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak 

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar 

sesama variabel independen sama dengan nol. Terjadinya multikolinieritas yang 

rawan pada model regresi bias terdeteksi keberadaanya bila R
2
 dari auxilary 

regression melebihi R
2
 regresi keseluruhan antara variabel tidak bebas dengan 

variabel bebas model yang diteliti. Selain itu, pengujian ada atau tidaknya 

multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai 

tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance <0,10 atau nilai VIF 

> 10 (Ghozali, 2013). 

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variandari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Heteroskedastisitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar 

seri data. Heteroskedastisitas muncul apabila nilai varian dari variabel tidak bebas 
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(Yi) meningkat sebagaimana meningkatnya varian dari variabel bebas (Xi), maka 

variabel Yi adalah tidak sama. Gejala heteroskedastisitas lebih sering dalam data 

cross section daripada timeseries. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi keteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas 

dalam penelitian dilakukan melalui pengamatan pola pada grafik saccater 

plotantara nilai prediksi variabel terikat (dependen) dengan residualnya. Model 

regresi dikatakan heteroskedastisitas ketika titik-titik data pada grafik menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

3.4.2.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi bertujuan menguji apakah suatu model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota 

serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu(seperti dalam data 

timeseries)atau ruang (seperti dalam data cross section ). Autokorelasi lebih 

sering terjadi pada data time series. Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi 

dalam suatu model regresi maka dalam penelitian ini digunakan Runs Test 

(Ghozali, 2013). 

3.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 

berganda. Analisis ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel-

variabel independen dengan variabel dependen, yaitu pengaruh Rasio-rasio 

Keuangan Daerah Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pengolahan 

data akan dilakukan dengan menggunakan bantuan Software SPSS (Statistical 
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Package for the Social Science) dan Microsoft Office Excel.Terdapat dua 

persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +  β5X5 + e 

 

 

Keterangan: 

Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

β0 = Konstanta 

X1 = Rasio Derajat Desentralisasi 

X2 = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 

X3 = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

X4 = Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

X5 = Rasio Efektivitas Pajak Daerah 

e = error term 

3.4.4 Pengujian Hipotesis 

3.4.4.1 Uji koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) menggambarkan seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). 

3.4.4.2 Uji Signifikansi t 

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan signifikasi dari 

masing-masing variabel dependen yang dilakukan menggunakan uji signifikasi 
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parameter individual pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis 

5% . 

Dasar pengambilan keputusan adalah: 

Jika Sig ≤ 0.05 maka : Ha diterima 

Jika Sig ≥ 0.05 maka : Ha ditolak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa Rasio Keuangan Pemerintah 

Daerah memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2011-

2015. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis atas data penelitian yang telah 

dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel rasio derajat desentralisasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Indonesia (IPM), 

rasio derajat desentralisasi sangat berperan penting dalam mendongkrak 

peningkatan indeks pembangunan manusia terutama di wilayah-wilayah 

kabupaten/kota yang ada di Lampung. Variabel rasio ketergantungan keuangan 

daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). Pemerintah daerah dinilai memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap 

pendapatan transfer maka pemerintah daerah akan sangat terpengaruh dengan 

pendapatan transfer untuk membiayai pengeluarannya termasuk dalam 

penyediaan pelayan publik untuk meningkatkan IPM.  Dari data yang diperoleh 

variabel rasio kemandirian keuangan daerah dan efektifitas PAD tidak 

berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sementara itu untuk 

variabel rasio efektifitas pajak memiliki hasil berpengaruh negatif signifikan, hasil 

uji statistik tidak mendukung hipotesis awal dimana rasio tersebut memiliki 

pengaruh positif. Pengumpulan pajak yang efektif  tidak dapat menjadi cerminan 
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kondisi perekonomian masyarakat dan akan terealisasinya pembangunan yang 

dapat mensejahterakan masyarakat untuk meningkatkan indeks pembangunan 

manusia, berkaitan dengan peraturan dimana pajak merupakan iuran wajib dan 

dipaksakan, serta pengawasan penggunaan dana yang bersumber dari pajak. 

 

5.2  Keterbatasan dan Saran 

Adapun saran-saran dan keterbatasan yang dapat penulis berikan sehubungan 

dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung sebagai sampel penelitian dan menggunakan tahun 2011-

2015. Penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan lebih banyak sampel 

pemerintah daerah sehingga hasil penelitian dapat menunjukkan data yang 

lebih signifikan.  

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian hanya bisa 

menjelaskan 49% variabel dependen. Sehingga sisanya sebanyak 51% dapat 

dijelaskan dengan variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian seperti Rasio Efesiensi Pendapatan Asli Daerah dan Rasio 

Efesiensi Pajak Daerah. 

3. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada data yang digunakan dimana data 

yang digunakan sudah jadi, dan dari data yang digunakan pada variabel Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah memiliki standar deviasi 0,05627385 yang 

nilainya mendekati nilai meannya 0,0556158. 
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